
1 

 

 

 
 

 

WALIKOTA BITUNG 

 

PERATURAN WALIKOTA BITUNG 
NOMOR  31  TAHUN 2013  

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 28 TAHUN 2013 
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BITUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas yang 

dilakukan oleh  Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang untuk kepentingan 

Negara atau Daerah; 
b. bahwa mempertimbangkan kondisi Kepulauan Lembeh maka 

Satuan tertinggi biaya transportasi dalam Kota Bitung 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota 
Bitung Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bitung, khususnya di Kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh 

Selatan perlu dirubah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bitung 
Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung; 
 

Mengingat      : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421 ); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4845); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai 
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah 

dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah Kota Bitung; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 
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17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung Nomor 
1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bitung; 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan   : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 28 TAHUN 2013 
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG. 
 

Pasal I 

 
Mengubah Lampiran V Peraturan Walikota Bitung Nomor 28 Tahun 2013 tentang 

Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 28), sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung. 

 
Ditetapkan di Bitung 

Pada tanggal   21 Agustus 2013     
Agustus 2013 

 
WALIKOTA BITUNG, 

 
   ttd 

 
HANNY SONDAKH 

 

 
Diundangkan di Bitung 

Pada tanggal   21 Agustus 22013        
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA, 
 

         ttd 

 
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si 

PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP. 19610804 198603 1 016 

 
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR  86 

 

PARAF HIERARKHI 

Wakil Walikota  
Sekretaris Daerah Kota   

Asisten Administrasi Umum  

Kabag. Hukum   
Kasubag. Perundang-undangan  

Staf Pengelola   
 

PARAF KOORDINASI 
Kaban. Pengelolaan Keuangan dan 

Barang Milik Daerah  

 

Kabid. Perbendaharaan  

 


